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Oleh EDI SETIADI

UNGGUH aneh dan
S tidak dimengerti jalan-
nya praktik penegakan
hukum di negeri ini, Setelah
berbagai kasus hukum baik
kriminal umum maupun ko-
rupsi tidak jelas penyelesaian-
nya, kini muncul berbagai pen-
dapat dan komentar tentang
jalaunya pengadilan terhadap
terdnga pelaku tindak pidana
korupsi yang peradilannya di-
laksanakan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi (tipikor). Seba-
gian masyarakat kecewa ter-
hadap vonis Pengadilan Ti-
pikor di berbagai daerah vang
banyak membebaskan terdak-
wa kasns korupsi.
Sesungguhnya, vonis hakim
di pengadilan itu hanya ada
dua. Pertama, kalau tidak di-
hukum tentu saja dibebaskan
sehingga sebetulnya vonis ha-
kim terhadap terdakwa seka-
lipun berupa pembebasan bu-
kanlah hal yang luar biasa. Vo-
nis pembebasan oleh hakim
terhadap terdakwa kasns ko-
rupsi mungkin saja menjadi -
ar blasa mengingat masyarakat
sedang mempunyai spirit yang
tinggi untuk memberantas ko-
rupsi sehingga vonis bebas ter-
hadap terdakwa koruptor di-
anggap bahwa hakim tidak re-
sponsif (unresponsive) ter-
hadap keinginan masyarakat
dalam membantu memberan-
tas kejahatan kornpsi
Kepanikan pemerintah
Kekecewaan masyarakat ter-
hadap penegakan hukum pi-
dana dalam memberantas ko-
rupsi diperkeruh oleh berbagai
pernyataan dari aparatur pe-
merintah  yang  bukannya
membert solusi terhadap karnt
marutnya penegakan hukum
letapl mengacaukan jalannya
proses peradilan pidaua vang
sudah diatnr dalam berbagai
perundang-undangan. Misal-
nya, kebijakau moratorium
remisi bagi napi korupsi dan
terorisme yang digulirkan oleh
Kementrian Hukum dan Hak
Asasi Mannsia (walaupun ak-
hirnya diralat bukan moratori-
um tetapi pengetatan).
Ide moratorium remisi bagi
khususnya napi korupsi dari

aspek kepraktisan memang
terkesan tidak ada masalah,
walaupun sesungguhnya se-
cara praktis ide ini menun-
jukkan kepanikan pemerintah
dalam memberantas korupsi.
Pemerintah hanya terkesan

ingin memuaskan nafsu balas

dendam terhadap pelaku dan
memberi citra baik kepada
masyarakat bahwa pemerintah
snngguh -snngguh menjadikan
koruptor sebagai musuh. Se-
mentara dari aspek legal, ide
moratorium kepada napi (apa
pun kasusnya) adalah ide yang
melanggar berbagai perun-
dang-undangan khususnya
Undang-Undang tenlang Pe-
masyarakatau,

Undang-Undang Pemasya-
rakatan meunjelaskan bahwa
pemidanaan seseorang bukan-
lah untuk balas dendam atau
penjeraan tetapi tujnan pemi-
danaan yaug dijalani oleh ter-
pidaua di lembaga pemasya-
rakatan adalah untuk resosia-
lisasi atau untuk menjadikan
terpidana imenjadi “orang
baik” manakala bebas dari
lembaga pemasyarakatan. Sa-
lah satn pembinaan untuk
warga binaan, demikian se-
harusnya kalau menyebut
narapidana (napi) -- adalah
dengan cara memberikan
remisi. Remisi dimaksudkan
untnk latihan warga binaan
beradaptasi dengan masya-
rakat sebelnm mereka benar-
benar bebas dari lembaga pe-
masyatakatan.

Ide penghapusan remisi un-
tuk terpidana koruptor menim-

bulkan pertanyaan, apakah ter-
pidana koruptor ini tidak me-
merlukan pembinaan? Apakah
penghukuman atau pemidana-
an kepada koruptor tujuannya
untuk penjeraan atau balas
dendam atau sama dengan
narapidauna lain bahwa pemi-
danaan it untik resosialisasi?

Pertanyaan mendasar iui
memerlukan jawaban yang
tegas dan jelas sebab sampai
sekarang tujuan pemidanaan
dalam stelsel pidana kita ada-
lah untuk resosialisasi/men-
jadikan terpidana kembali
menjadi orang baik, apakah itu
napi pemerkosa, pembunuh,
teroris, atau pencuri. Selama
ini, warga binaan tersebut
mempunyai hak untuk mem-
peroleh pembinaan dengan
segala ragam dan bentuknya
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Pemberantasan
korupsi memang
tidak bisa langsung
cespleng berhasil,
memerlukan proses
yang panjang un-
tuk mengu-
ranginyd.
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sesuai dengan Undang-Un-
dang Pemasyarakatan,
Pemberantasan korupsi me-
mang tidak bisa langsnng ces-
pleng berhasil, memerlukan
proses yaug panjang untuk
menguranginya. Itn pun harus
dilakukan dengan snngguh-
sungguh dan memerlukan du-
knngan politik yang kuat dari
pemerintah dan masyarakat.
Hongkong atau Singapura saja
memerlukan waktu paling
sedikit 20 tahun nntuk berada
pada tahap sekarang inl. Kita
selaln menginginkan sesuatu
dengan cara instan dan itu su-
dah menggejala dari mulai

rakvat sampai dengan pemer-
intah, Kita tidak terbiasa men-
jalani proses secara bertahap
dan sistemik. Dan hasilnya da-
pat diprediksi tidak akan
menghasilkan apa pun dari
proses instau ini kecuali hiruk
pikuk yang tiada berujung.
Ide instan

Di samping ide penghapu-
san remisi untuk terpidana ko~
rupsi dengan maksud untuk
penjeraan  (walaupun ini
bertentangan dengan ide
pemasyarakatan terpidana).
Kini muncul lagi ide instan
berupa pembubaran Peng-
adilan Tipikor di daerah kare-
na kecewa terhadap beberapa
putusan Pengadilan Tipikor
yang kebetulan secara bertu-
rut-turut membebaskan ter-
dakwa kornpsi sekaligus
mengevaluasi ulang keber-
adaan hakim-hakim tipikor.

Keberadaan Pengadilan Ti-
pikor di daerah adalah amanat
Undang-Undang nomor 30
tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi. De-
ngan demikian, dari aspek le-
gal keberadaan Pengadilan
Tipikor sangat kuat. Jadi sung-
guh aneh apabila tiba-tiba ada
ide pembubaran Pengadilan
Tipikor dengan alasan meng-
hambnr-hamburkan anggaran
negara dan terutama karena
merupakan surga bagi pelaku
korupsi karena putusan-putus-
anuya tidak mencerminkan
keinginana rakyat.

Kejahatan korupsi tidak saja
terjadi di pusat kekuasaan
yaitu Jakarta, tetapi wabali ini
telah melanda seluruh Indone-
sia. Jadi sungguh berat beban
Pengadilan Tipikor di Jakarta
apabila semua kasus korupsi
diadili di Jakarta. Yang benar
adalah mengevaluasi seleksi
dan keberadaan hakim adhoc
tipikor yang telah ada. Mah-
kamah Agung jangan bekerja
sekadar mengejar target tanpa
memperhatikan kualitas dan
integritas hakim ad hoc-nya
tetapi harus benar-benar men-
jaring calon hakim ad hoc vang
benar-benar teruji kualitas
moralnya. Kualitas bisa dipela-
jari melaln pelatihan 1etapi in-
tegritas hanya dapat dilihat
dari rekam jejak calon.

Seleksi hakim ad hoc tipikor


Administrator
Typewritten Text
PR, 23 Nov 2011


Salah satu caranya, Mahkamah
Agung (MA) meminta perguru-
an tinggi untuk mengirimkan
ahli-ahli hukum yang di-
butuhkan supaya mengikuti se-
leksi walaupun para dosen dan
guru besar ini akan berpikir
ulang untuk menjadi hakim ad
hoc tipikor mengingat penghar-
gaan yang diberikan/ diterima
dan tanggung jawab profesi
yang diembannya sangat tidak
seimbang, kecuali memang ada
yang bersedia mengabdikan di-
zrinya untuk membantu pene-
gakan hukiim dalam membe-
rantas kejahatan korupsi.

Membubarkan Pengadilan
Tipikor, menghapus remisi un-
tuk napi korupsi, tidak akan
menyelesaikan masalah pene-
gakan hukum terhadap keja-
hatan korupsi. Ada cara yang
belum pernah dilakukan oleh
hakim dan Pengadilan Tipikor
dalam mengadili kasus korup-
si, yaitu menjatuhkan pidana
maksimal terhadap pelaku ko-
rupsi padahal hakim mempu-
nyai apa yang disebut judicial
disereation yang tidak bisa di-
ganggu gugat dan sifat hakim
yang otonom. Kedua, penga-
wasan oleh lembaga pene-
gakan hukum terhadap penye-
lenggara negara belum efektif
sehingga alih-alih korupsi
berkurang yang terjadi adalah
korupsi semakin merajalela di
segala sektor.

Secara kebijakan, sudah se-
pantasnya pemerintah melaku-
kan reevaluasi dan reorientasi
dari berbagai perundang-un-
dangan tentang pencegahan,
pemberantasan, dan peradilan
tindak pidana korupsi. Kebi-
jakan harus dilakukan secara
komprehensif bukan secara
parsial seperti sekarang. Pem-
berantasan korupsi memer-
lukan komitmen penuh dari
semua elemen. Kemudian juga
pemerintah harus sabar dan
bersungguh-sungguh dalam
memberantas korupsi, tidak
terkesan panik seperti yang
terjadi sekarang. ***

Penulis,  Guru Besar
Hukum Pidana & Sistem
Peradilan Pidana Kopertis
Wilayah IV Jabar, Wakil Rek-
tor I Unisba.






